LURAH TERONG
KAPANEWON DLINGO KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH TERONG
NOMOR (yp/ 11.2005/2025
TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK (DIP) PADA KALURAHAN
TERONG KAPANEWON DLINGO KABUPATEN BANTUL

LURAH TERONG,

Menimbang : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses
oleh setiap Pengguna Informasi Publik:
b. bahwa sesuai amanat Peraturan Bupati Bantul Nomor 121
Tahun 2020 tentang Pedoman Standar Layanan Informasi
Publik Kalurahan perlu ada tindak lanjut;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, dan huruf b maka perlu menetapkan Keputusan
Lurah Kalurahan Terong tentang Daftar Informasi dan
Dokumentasi Publik di lingkungan Kalurahan Terong
Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul.;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
54935) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
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10.

11.

12.

13.

14.

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6321);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman
Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan
Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 158);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016
tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang
Standar Layanan Informasi Publik Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1899);

Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun
1958 Tentang Perubahan Batas Dan Nama Kapanewon-
Kapanewon Imogiri, Gondowulung Dan Kotagede Dalam
Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta
Seri A Nomor 10 tahun 1958);

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2
Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan
Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa
Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2014
tentang Kedudukan Keuangan Bagi Penyelenggara
Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul
Tahun 2014 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Bantul Nomor 36);

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019
tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten
Bantul Tahun 2019 Nomor 9,36/2019, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9);

Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2019 tentang
Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten
Bantul Tahun 2019 Nomor 28);

Peraturan Bupati Bantul Nomor 121 Tahun 2020 tentang
Pedoman Standar Layanan Informasi Publik Kalurahan.



Menetapkan

KESATU

KEDUA

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN LURAH TENTANG TENTANG DAFTAR INFORMASI
DAN DOKUMENTASI PUBLIK PADA KALURAHAN TERONG
KAPANEWON DLINGO KABUPATEN BANTUL

Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik sebagaimana tersebut
dalam lampiran keputusan ini.
Keputusan Lurah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
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